
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini 

antara lain : 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk 

melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan 

khususnya mengenai pertanggung jawaban bagi pelaku penyalahgunaan 

Narkotika Golongan I bagi individu. 

2. Secara praktis 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat 

agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika 

Golongan I bagi individu . 

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan 

akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan 

dalam hal ini dikaitkan dengan pertanggung jawaban bagi pelaku 

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi individu. 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Uraian Teori 

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika 
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Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa 

pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. 

Istilah narkotika berasal dari bahasa Junani yang disebut “Narkotikos” yang 

berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung 

atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan 

tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. 

 Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti 

patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas 

pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, 

tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah 

dimasukkan pada kelompok narkotika. 

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) 

yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat 

tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping 

membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya 

khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). 

Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).13 

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris 

narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.14 Narkotika 

                                                           
13 Sylviana, “Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi”, Jakarta. Sandi Kota, 

2001, hal. 8   
14 Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, “Kamus Inggris Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia, 

1996, hal 390   
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berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius 

sehingga tidak merasakan apa-apa.15  

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang 

dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), 

bahan-bahan pembius atau obat bius.16 

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 

tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. 

Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian 

mengatakan obat keras atau obat berbahaya. 

 Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun 

yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan 

yang disalahgunakan beranekaragam narkotika.  Bahayanya makin meningkat 

pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. 

 Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, 

maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan 

narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu 

penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan 

dan lain sebagainya). 

                                                           
15 Dr. Mardani, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Pidana Nasional”, Jakarta:Raja Grafindo, 2008, hal 78   
16 Ibid hal. 79 
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 Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian 

keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Undang-Undang No. 9 Tahun 

1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis – jenis narkotika yaitu : 

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 
undang-undang ini; 
a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina; 
b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum 

disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau 
kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, 
apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat 
ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina. 

c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan 
yang tersebut dalam huruf a, b, dan c. 

2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, 
buah dan jereaminya. 

3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah 
tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan 
sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan 
kadar morfinanya. 

4. Opium masalah adalah : 
a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 

rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 
peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan 
maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan 

b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 

c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan 

sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam 
bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf 
farmakope. 

6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia C17 H19 
No. 3. 

7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erythroxylon dari 
keluarga eryth roxylaceae. 

8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythroxylon dari keluarga 
erythroxylaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui 
perubahan kimia. 

9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka 
yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
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10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia 
C17H21NO4. 

11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia C9H15NO3H20 dan ester 
serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina. 

12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, 
termasuk biji dan buahnya. 

13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk 
hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.17 

 

 Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah 

Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan Verdoovende Middelen 

Ordonantie yang telah diubah. 

 Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, 

berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan 

dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya 

penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan 

kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, 

ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan 

zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan 

penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah 

Verdoovende Middelan atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan 

kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. 

 Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam 

dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan 

pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal 
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tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga 

undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang 

pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang berlaku sekarang. 

 Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 

ayat (1) nya diterangkan : 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian 
ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan. 
 

 Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah 

yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai : 

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika 

2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti 

penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan 

serta penggunaan narkotika. 

3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-

kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2. 

4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di  

depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang 

karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan 

mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan 

                                                                                                                                                               
17 Soedjono Dirdjosisworo , “Narkotika dan Remaja”, Penerbit Alumni, Bandung, 
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pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang 

berlaku.18 

 Diadakannya penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: 

hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan 

sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak 

merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan 

hanya pengurangan  yang  terpaksa  dilakukan  demi  menyelamatkan bangsa 

dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. 

Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan 

pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang 

dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal 

lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 

1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). 

 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat 

pengaturan tentang : 

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran  (Premi) 

2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika 

3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam 

penanggulangan narkotika. 

 Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya 

tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada 

                                                                                                                                                               
2003, hal. 74. 

18 Varia Peradilan, “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, 
Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hal. 83-84. 
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alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara 

efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak 

pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau 

ditujukan kepada anak-anak di bawah umur. 

 Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 

1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam 

undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam 

konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (substance) yang 

penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika. 

  Berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori 

jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam 

konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai 

efek-efek lain di samping pembinaan. 

 

2.1.2 Golongan dan Jenis Narkotika 

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu 

penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu 

sendiri. 

 Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, 

sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 
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1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu 

peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan 

pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

 Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan 

pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan 

standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara 

gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun 

masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang 

lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya 

akan dapat melemahkan ketahanan nasional. 

 Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan 

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, 

karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan 

secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan 

dilakukan oleh sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat 

rahasia. 

 Di samping kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan 

dengan menggunakan modus operandi dan tehnologi canggih, termasuk 

pengamatan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan 

narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan 

umat manusia. 
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 Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta 

meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang 

baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, 

hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan 

baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan 

peredaran gelap  

 

narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-

Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa  tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. 

Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif 

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan 

ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika. 

 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai 

cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun 

ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain 

didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan 

kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai 

lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika.  
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 Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu : 

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ 

atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. 

3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan 

dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan 

ketergantungan. 

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul 

yaitu akan dipaparkan sebagai berikut :19 

Jenis narkoba narkotika: 

1. Heroin 

- Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, 

rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, 

tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit 

buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis. 
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- Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan 

- Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri 

tulang, kram otot dan gejala seperti flu. 

2. Ganja  

- Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis 

- Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan 

konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, 

meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, 

gangguan sistem peredaran darah dan kanker. 

3. Hasish 

- Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan. 

- Mengandung zat rezin aktif yang menimbulkan efek psikologis. 

Jenis narkoba psikotropika 

1. Ekstasi 

- Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang 

semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” 

(semu) meningkat, serta hilangnya control diri. 

- Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi 

yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar. 

- Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia 

karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh). 

2. Methamphetamine 

                                                                                                                                                               
19 Umi Istiqomah, “Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba”, Surakarta. Seti 
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- Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur 

menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, 

halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan 

kenyataan), sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi. 

- Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara 

berlebihan. 

- Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan 

meninggal dunia jika kelebihan dosis. 

3. Obat penenang 

- Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental. 

- Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya 

bisa jadi pelo. 

- Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian. 

- Gejala putus zat bersifat lama. 

Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya: 

1. Alkohol 

- Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan 

sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks 

motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran. 

- Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta 

meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. 

                                                                                                                                                               
Aji. 2005. hal. 9-11 
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- Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan 

halusinasi. 

2. Zat yang mudah menguap 

- Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan 

penglihatan, dan pelo dalam berbicara. 

- Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, 

pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat. 

- Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, 

dan depresi. 

3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi 

- Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi. 

- Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir. 

- Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan. 

  Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian 

narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas 

juga dalam hal pengenaan sanksi pidana. 

 

2.1.3 Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika 

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 

(dua) unsur yaitu :20 

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi : 

                                                           
20 Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Liberty, 

Yogyakarta, 1999, hal. 71. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang 

menyebabkan pidana. 

2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau 

membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma 

hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum. 

3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada 

waktu melakukan perbuatan. 

4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan 

hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang. 

b. Unsur bersifat subjektif. 

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya 

pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman 

Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa 

pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur 

tersebut antara lain :21 

1) Harus ada perbuatan manusia. 

2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan 

hukum. 

3) Terbukti adanya doda pada orang yang berbuat. 

4) Perbuatan untuk melawan hukum. 

5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang. 
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Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa 

tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :22 

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan). 

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde). 

3) Melawan hukum (enrechalige). 

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbandstaand). Oleh orang 

yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person). 

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu :23 

1) Perbuatan orang. 

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu : 

1) Orang yang mampu bertanggung jawab. 

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan 

kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan 

mana perbuatan itu dilakukan. 

 Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang 

maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain : 

1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan 

hukum. 

                                                                                                                                                               
21 Martiman Prodjohamidjojo, “Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Indonesia”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22. 
22 EY Kanter dan SR Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, Storia 

Grafika, Jakarta. 1998 hal. 121. 
23 Ibid., hal. 122. 
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2) Mampu bertanggung jawab. 

3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan. 

4) Tidak ada alasan pemaaf.24 

 Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan 

dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa 

syarat : 

a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; 

b. Mampu bertanggung jawab; 

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena 

kealpaan/kurang hati-hati; 

d. Tidak adanya alasan pemaaf.25 

ad.a.  Melakukan perbuatan bersifat melawan hukum, perbuatan tindak 

pidana 

 Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah 

perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur 

dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan 

dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah 

dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. 

ad.b.  Mampu bertanggungjawab 

 Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal : 

                                                                                                                                                               
 
24 Ibid., hal. 123. 
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1. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 

KUHP); 

2. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP). 

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat 

melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk 

menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka 

kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan : 

1. Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek 

pihak lain yang telah terdaftar. 

2. Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan. 

3. Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa. 

4. Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan 

indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama. 

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena 

kealpaan/kurang hati-hati 

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai 

bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan 

perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena 

kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada 

Pasal 90, 91, 92 dan 93. 

ad. d.  Tidak adanya alasan pemaaf 

                                                                                                                                                               
25Rachmat Setiawan, “Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum”, Alumni, 

Bandung, 1982, hal. 44. 
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 Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus 

kesalahan dari terdakwa. 

 Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 

sepengetahuan dan pengawasan dokter. 

 Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas 

dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk 

tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan 

dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 

suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan 

tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika 

disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan 

apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan 

melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar 

bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika 

akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut 

kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang. 

 Apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara 

terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu 

kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris 
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mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) 

yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.26 

 Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini 

maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya 

penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat. Badan atau lembaga 

yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan 

beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika 

dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu. 

 Misalnya dalam lapangan pekerjaan dengan menelaah daftar absensi, 

daftar buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan 

sebagainya. Dalam sekolah misalnya melihat daftar absen murid, tata cara murid 

memakan obat jika sakit serta hal-hal lainnya yang menyebabkan murid enggan 

belajar, atau sering tidak masuk kelas. 

 Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan 

mengungkapkan  bagaimana  kecenderungan  (trend)  penyalahgunaan narkotika 

di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh 

data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena 

banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak 

tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut 

yang dalam. 

 Sebelum mengkwalifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan 

penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang 

                                                           
 26Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, Eresco, 
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bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar 

untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai : 

1. Benar tidaknya permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan 

dan sampai dimana luas penyebarannya. 

2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang 

dipergunakan 

3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah 

menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi). 

4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang 

sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan. 

 Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok 

masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu 

sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-

data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata 

orang saja. 

 Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara 

prefentif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan 

utama dari usaha prefensi penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah 

menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika 

yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi 

jumlah (insidence–rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang 

dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang 
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lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prevensi) atau 

mengurangi  jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja. 

 

2.1.4 Dampak Penyelahgunaan Narkotika Terhadap Individu 

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran 

yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah 

yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya 

kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, 

paru-paru, hati dan ginjal. 

 Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung 

pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi 

pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, 

psikis maupun sosial seseorang. 

1. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik 

a. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, 

halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. 

b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: 

infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. 

c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, 

eksim. 

d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi 

pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. 
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e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh 

meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. 

f. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah 

gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi 

(estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual. 

g. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada 

remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, 

ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid). 

h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian 

jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti 

hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. 

i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis 

yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk 

menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian 

2. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis 

a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 

b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga. 

c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 

d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 

e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri 

3. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan social 

a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan 

b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. 
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c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram 

 Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik 

akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat 

(tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa 

keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejata fisik dan psikologis ini juga 

berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, 

mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain. 

 Dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non 

material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah 

biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang menyalahgunaan 

narkotika serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas 

narkotika. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi 

berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjangkit dengan masalah 

narkotika. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkotika 

maka sebagian masyrakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara 

khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam 

pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal 

serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika 

untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala 
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cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang 

berlaku.27 

 Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya 

dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan 

pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. 

Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang 

ketergantungan (kecanduan) obat. Hal ini ditandai dengan kelakuan dan 

perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, 

seperti : 

1. Kecelakaan meningkat. 

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja. 

2. Kekerasan meningkat ( violence) 

a. Pembunuhan diri sendiri (luicide) 

b. Pembunuhan orang lain (komicidi) 

3. Kejahatan lain : 

a. Benda (mencuri, merampok dan merusak) 

b. Moral (sex dan perkosaan) 

4. Tingkah laku abnormal : 

a. Tidak produktif 

b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab 

c. Tidak memikirkan hari depan 

5. Kelebihan takaran (over dosis) : 
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a. Menyebabkan kematian 

b. Cacat seumur hidup. 

 Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa 

penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat 

sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia. Secara umum juga 

dapat dikatakan penyalahgunaan narkotika bagi pengguna adalah bagaikan 

terjerat “lingkaran setan”, atau hidup bagai di neraka dunia. Pokoknya serba 

menderita, merusak, menyakitkan dan mengerikan. Sedangkan bagi pihak lain 

bisa menimbulkan keresahan sosial, meningkatkan tindakan kriminal, 

mengganggu keamanan/ketertiban, merusak ekonomi keluarga, merusak 

generasi muda dan masa depan bangsa.28 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi 

yaitu aspek hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Satu) 

Bagi Individu studi kasus pada Pengadilan Negeri Sidikalang dengan menganalisis 

putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Sdk dengan membahas yang menjadi 

pertanggung jawaban bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Satu) 

bagi Individu, sanksi dan hukuman yang akan diperoleh oleh pelaku serta upaya 

yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi peyalahgunaan 

narkotika yang semakin berkembang di kalangan masyarakat dan di negara 

indonesia dalam hal ini yang dilakukan pemerintah dan masyarakat indonesia. 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang 

dikemukakan. Kebenaran hipotesis masih memerlukan pengujian atau 

pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari 

hipotesis adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang 

sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.29 

 Adapun hipotesis yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas 

adalah : 

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi individu adalah diterapkan 

rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. 

2. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika Golongan I 

bagi individu adalah dengan cara rehabilitasi. Usaha lain yang harus 

dilakukan agar mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana 

narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah bekerja sama terhadap 

masyarakat untuk memberantas narkotika dengan mengadakan 

penyuluhan tentang bahaya narkotika terutama bagi remaja, serta 

mendidik anak dan menanamkan nilai moral dan agama yang baik agar 

tidak mudah terbujuk rayu dan terjerumus untuk melakukan kejahatan 

atau tindak pidana. 

                                                                                                                                                               
28 Umi Istiqomah, Op Cit hal. 8 
29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,  2003, hal. 148. 
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